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ABSTRAK 
 
Permasalahan lingkungan permukiman kumuh merupakan fenomena yang 
banyak muncul di perkotaan. Permasalahan ini menjadi krusial disaat semakin banyaknya 
permukiman kumuh dengan minimnya solusi yang implementatif. Hal tersebut menuntut 
masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan permukimannya secara 
mandiri, salah satunya adalah kelembagaan lokal. Kelembagaan lokal itu sendiri adalah 
adanya aturan-aturan (rules) dan peran-peran (roles) yang melaksanakan tindakan kolektif 
untuk pencapaian tujuan dan penyelesaian permasalahan (Florin dan Wandersman, 1990). 
Perannya cukup besar sebab merupakan salah satu aktor penting dalam  menyelesaikan 
permasalahan lingkungan kumuh dan penataan kawasan permukiman disaat pemerintah 
memiliki keterbatasan. 
Data hasil monitoring dan evaluasi Satker PBL Provinsi Jawa Tengah (2012) 
menggambarkan bahwa dari 185 kelurahan yang melaksanakan PLPBK, hanya sebagian 
kecil saja yang dikatakan berhasil pada pemanfaatan program (outcomes), sebagian besar 
hanya pada tahap implementasi program (output) dan bahkan ada yang gagal atau tidak 
mampu menjalankan kegiatan sampai selesai. Hal ini menandakan tidak semua BKM 
telah siap dan memiliki kapasitas dalam perwujudan program PLPBK secara efektif.  
Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kapasitas kelembagaan lokal dan 
tingkat realisasi program PLPBK. Penelitian ini mencoba mengkomparasikan tujuh 
BKM, yaitu empat BKM di Kabupaten Kendal dan tiga BKM di Kota Pekalongan. 
Tingkat realisasi program PLPBK diukur dari dengan melihat realisasi pemanfaatan dana 
BLM, program pemanfaatan dana BLM, dan besaran kemitraan program. Kemudian, 
kapasitas kelembagaan lokal diukur dengan tiga level, yakni level individu, kelompok, 
dan organisasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif 
yaitu percampuran antara pendekatan kuantitatif dengan analisis yang bersifat numerik 
yang kemudian dijelaskan secara deskriptif serta penggunaan teknik pengumpulan data 
kuisioner. 
Hasil analisis menunjukkan ketujuh BKM telah melaksanakan program PLPBK 
dengan baik. Namun demikian, Kelurahan Kebondalem Kabupaten Kendal paling baik 
dibandingkan enam kelurahan lainnya. Selanjutnya, dari hasil analisis skoring 
menunjukkan kapasitas di tujuh BKM masuk pada kelas II yaitu baik dalam menjalankan 
program PLPBK. Namun, BKM yang memiliki skor yang paling tinggi adalah BKM di 
Kelurahan Kramatsari Kota Pekalongan dengan skor 4,5. Dengan melihat tingkat realisasi 
program PLPBK dan kapasitas kelembagaan lokal pada tujuh BKM di Kabupaten Kendal 
dan Kota Pekalongan, diperlukan  pengembangan kapasitas kelembagaan lokal dan 
program PLPBK agar dalam pelaksanaan kegiatannya berlangsung efektif. 
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